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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan
adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat
juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat
sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun
2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk
melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan
pelayanan publik akan diukur berdasarkan 11 (sebelas) unsur yang berkaitan
dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungunsebagai salah satu penyedia layanan publik
di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat
tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan.
Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka
telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat
merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan
elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.




Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan
bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan
sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya
pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka

sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

e Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat,
terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang telah

diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik yang diberikan.




Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.




BAB II
PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

2.1 Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan membentuk Tim
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang ditentukan melalui Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor :
400.12.1/288/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada
pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 pertanyaan sesuai dengan jumiah unsur
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang
ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biayal tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat.




10.

11.

Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah
hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.

Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman

Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran
dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut.

Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
Transparansi Pelayanan : Kecukupan informasi, mengenai standar pelayanan
yang diterima pengguna layanan, meliputi persyaratan, prosedur, biaya, waktu,
produk layanan dan sarana pengaduan atas keluhan pelayanan.

Integritas Petugas Pelayanan : Keteguhan sikap petugas layanan untuk tidak
melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan, seperti penundaan
berlarut, ketidakjelasan prosedur, pungutan liar, pelayanan yang diskriminatif

serta menerima suap/gratifikasi.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada

waktu jam pelayanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh

responden sebagai penerima layanan dan hasiinya dikumpulkan di tempat yang teiah

disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas

himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.




2.4 Waktu Pelaksanaan Survei Kepuésan Masyarakat

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) 3 (tiga) bulan,

dengan rincian sebagai berikut:

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Ju_mlah_
Hari Kerja
1. | Perencanaan / Persiapan 2 s.d. 3 Januari 2025 2
2. | Pengumpulan Data 6 Januari 2025 s.d. 50
31 Maret 2025

3. | Pengolahan Data dan Analisis | 8 s.d. 11 April 2025 4
Hasil

4. | Analisis Data 14 s.d. 28 April 2025 10

5. | Penyusunan Laporan 29 April s.d. 2 Mei 2025 4

6. | Publikasi secara online dan | 5s.d. 7 Mei 2025 3
offline

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan periode
survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan Januari —
Maret 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan adalah
sebanyak 630 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis
pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and
Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden

yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 242 orang.










Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin
terdapat 101 orang Responden laki-laki dan 141 orang responden perempuan. Jika
ditinjau berdasarkan jenis Pendidikan, penerima layanan yang datang ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mayoritas berpendidikan
SLTA, dan jika ditinjau berdasarkan pekerjaan mayoritas petani. Jenis layanan yang
lebih banyak diajukan adalah layanan Non KTP el seperti Kartu Keluarga, Akta
Kelahiran, Kartu ldentitas Anak dan Surat Pindah.

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan
diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Detail Nilai SKM Triwulan | Tahun 2025 Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

Ut | U2 | U3 | U4 | US| U6 | UT | U | U9 | L0 | UM

KM Per Unsur 363 | 361 | 367 | 400 { 377 | 370 | 369 | 371 | 379 [ 399 | 380

Kategori A A A A A A A A A A A

KM Unit Layanan 93,05 (A atau Sangat Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 11 unsur pelayanan yang dinilai
semua bernilai sangat baik sehingga nilai SKM Triwulan | Tahun 2025 adalah 93,05
(A atau sangat baik).
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BAB IV

ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 11 unsur pelayanan yang

dinilai terdapat 3 unsur tertinggi dan 3 unsur terendah, sebagai berikut :

1. Unsur pelayanan tertinggi

a.

Biaya mendapatkan nilai 4,00 ;

Seluruh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun sudah memiliki komitmen bersama untuk
melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan tidak
melakukan pungutan biaya/gratis.

Transparansi Layanan mendapatkan nilai 3,99 ;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
sudah memiliki komitmen bersama untuk menerapkan keterbukaan
informasi mengenai proses pelayanan administrasi kependudukan
kepada Masyarakat.

Integritas Petugas mendapatkan nilai 3,80.

Seluruh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun sudah memilki Integritas.

2. Unsur pelayanan terendah

a.

Prosedur mendapatkan nilai 3,61;

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih maksimal untuk menambah
pemahaman Masyarakat tentang standar pelayanan publik atau
melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan Masyarakat dan
Pemangku Kepentingan untuk mengambil langkah perbaikan tentang
Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun demi tujuan pelayanan publik yang
membahagiakan Masyarakat.
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b.  Persyaratan mendapatkan nilai 3,63;
Perlu dilakukan publikasi secara online maupun offline tentang

persyaratan pengurusan dokumen kependudukan.

¢. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai 3,67.
Waktu pelayanan dirasakan kurang optimal dikarenakan banyaknya
antrian warga yang datang langsung ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Layanan Administrasi
Kependudukan melalui online sudah dilakukan namun belum banyak

masyarakat yang melakukan permohonan secara online.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil
analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut

perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat Internal
Tim Penyusunan SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Simalungun sesuai Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun Nomor : 400.12.1/288/2025 tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 2025. Penentuan perbaikan
direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12
bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka

panjang (lebih dari 24 bulan).
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Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM Triwulan | Tahun 2025

No

Prioritas
Unsur

Program / Kegiatan

Waktu (Tahun 2025)

™
I

™

™
1]

™
v

Penanggung
Jawab

Prosedur

e Sosialisasi kepada

Masyarakat tentang
standar pelayanan
publik;

Forum Konsultasi
Publik dengan
Masyarakat dan
Pemangku
Kepentingan untuk
mengambil langkah
perbaikan tentang
Standar Pelayanan
Publik Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten
Simalungun.

\/

\/

v

Bidang PIAK

Bidang PDIP

Persyaratan

Publikasi secara
online maupun
offline tentang
persyaratan
pengurusan
dokumen
kependudukan

Bidang PDIP

Waktu
Pelayanan

Penambahan petugas
di meja pelayanan

Sekretariat,
Bidang
Pendaftaran
Penduduk,
Pencatatan Sipil,
PIAK dan PDIP

Sipil

Dari tabel di atas dapat dilihat komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Kabupaten

Simalungun

untuk  memperbaiki

pelayanan

administrasi

kependudukan kepada masyarakat dengan membuat rencana tindak lanjut perbaikan

yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.
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4.3 Tren Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau

melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik

diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei

dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan

yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta

melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara

kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat

kepuasan penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Simalungun dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2. Tren Nilai SKM Tahun 2022-2025

93,5
93
92,5
92
91,5
91
30,5
90
89,5
89
88,5

Nilai SKM Disdukcapil Kabupaten Simalungun
Tahun 2022-2025

93,006 . 93,02 93,05

90,33

2022 2023 2024 2025

— KM

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi

peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.
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Mengingat

-

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta No 1029);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nemor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475};
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

6. Undang-Undang ...

Doburmen ird telah dRancotangani secara eletzronk menggunakan sertflat elekironk

yang ditertidban cich Balsi Besar Serifhasi Bciironk (BSrE), Badan Sherdan Sand Negara

Vil




-3-

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

=~}
N

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik {lLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S357):

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5357);

G. Peraturan ...

Dolurnen iné telah deandangani secara elsidrank mengounakan sertfkat elckironk
yang cierbithan cioh Balai Besar Senfias Eekzronk (BSrE), Eazan Sber dan Sand Negara

Vil




-4-

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 184);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 877}

12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan
terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 333);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 4 Tahun 2016}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan dasrah
Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomeor 4 Tahun 2016
Tentang  Pembentukan  Perangkat  Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2023 Nomor 1};

14. Peraturan

Colaemen ird telah diandatangani secara elshronk mengounahan sertfiat elekdronk
yang diertihan okh Balai Besar Sentkasi sm& {BSrE), Badan Sider dan Send Negars




Menetapkan

KESATU

KEDUA
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14, Peraturan Bupati Simalungun Nomor 16 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatars Sipil Kabupaten Simalungun
{Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2023 Nomor ).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVE]
KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025.

Membentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan

Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 2025 sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Simalungun Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai

berikut ;

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan  Survei
Kepuasan Masyarakat;

2. Melakukan pengolahan data Survei Kepuasan
Masyarakat;

3. Melakukan analisis hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan menetapkan Rencana Tindak

Lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Melakukan ...

Cohumen irv telah geandatanyani secara elekironik menggunakan sertfkar elederonk
yanj crertidkan ckah Balai Besar Seafkasi Elekironk (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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4. Melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan
Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan

Tindak Lanjut Rekomendasi; dan

yl

Melaporkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat secara berjenjang ke Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Simalungun Tahun 2025.

Sepala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun ini mulai
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbatkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 12 Maret 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIMALUNGUN,

) TIARLI E SINAGA, S5.Kom, M.Si
PEMBINATK. I, IV/b
NIP. 19791127 200502 2 005
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